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KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari pemasalahan kontestasi dan norm localization

yang dilakukan oleh Indonesia terhadap norma-norma keberlajutan yang

m 'ltl-'L ;}mﬂﬂﬁﬂ n R telah kan ke Bgangan antaras kq]e]]‘l]ﬂgﬂl
negara-negara produsen khususnya Indoensia.

Dalam merespon kebijakan yang ditetapkan EUDR Indonesia sebagai
eksportir utama kelapa sawit, kayw, kopi mengkombinasikannya dengan kontestasi

57



kontestasi norma, Indonesia tidak langsung menolak nilai keberlanjutan tetapi
Indonesia mempertanyakan validitas, prosedur, serta mekanisme penerapan nomma
yang dinilai tidak inklusif dan tidak mempertimbangkan kondisi politk, ekonomi,
sertn sosigl negara berkembang. Indonesia juga menganggap bahwa EUDR
berpotensi menjadi green profectionism yang menyulitkan akses produk negar-
negara south global ke pasar mternasional sers menciptakan hambatan non-tarif
baru yang DeSRERNT DRMEREEE IR postgE R kala menznpsh
Kemudian dari segi adaptasi, I:lhtmia tentu hukan akior negara yang pasif dan
tunduk terhadap norma global. melalui pendekatan narm localization sebagaimana
di jelaskan gleh Amitav Acharya, Indonesin melakukan penyesuaian terhadap
norma global dengan mempertshankan nilai-nilai lokal dan sgends pembangunan
masional. Pemenntah Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanj
global ke dalam kebijakan nasional melalui penguatan sistem sertifikasi seperti
ISPO dan SVLK. pengembangan sistem pelacakan digital berbasis geolokasi. Dan
penguatan strateg diplomasi melalui forum- furunuqﬁﬁMﬂ Dialogue,
ore  EU dan Malaysia. serta

G20, dan forum South-South Coorperation. Strategi i menunjukkan bahwa
Indonesia merupakan aktor yang sktif bukon pasaif dalam membentuk ulang makna

Iu:rin

aian posisi resmi di WTO,

dan penerapan norma giu'b.u.l_

Dengan mengeabungkan teori kontestasi norma oleh Antje Wiener dan teon
norm localization oleh Amitav Acharys, penelitian ini menunjukkan bahwa norma
intemasional buka entitas vang tetap dan universal melamkan terbauka terhadap

interpretasi, negosiasi, dan resistensi. Norma seperti EUDR dapat mengalami
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reinterpretasi  kettka berternu  dengan kontek  politik-ekonorm  lokal, serta
menghasilakan yang tidak identik dengan intensi awal pembuatan norma. Dalam
hal i, Indoensia memposisikan dinmya sebagai aktor normatif yvang mampi
mengartikulasikan kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada agenda
global berkelanjutan. Dengan demikian EUBR menjadi studi kasus yung penting
dalam melihat dinamiks kekuasaon m:l:nulff dalam- hubungan intemasinal
kontemporer,  Dari satu. misi, EUDR  mencerminkan kemajuan  dalam
menginfegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam tata kelola perdagangan global.
Namun disis lain. regulasi ini juga membuka perdebatan tentang keadilan normatif,
asimetris kekuasaan antam north dan south global serfa tontangan bagi negara
berkembang dalam menjagn kedsulatan regulatifnya. Respon Indonesin dalam
EUDR menunjukkan pentingnya pendekatan dua arah dalam difusi noma bahwa
jpenerimasn norma bukan hesil dan dominast tetapi produk hasil dan imferaksi,

adaptusi, dan kontestasi yang berkelanjutan,

Penclitiin ini memiliki keterbatasan  agar  menjadi evaluasi dan
pengembangan bagi penelition selajutnya yakni pendekatan yang digunakan
dalam penelition ini bersifat kunlitatif dengan fokus utama pada analisis wacana
terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan narasi remsi negara. Pendekatan
tersebut belum mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana norma
EUDR beroprasi ditingkat mikro terutama dalam implementasinya di lapangan
yang berdampak langsung pada peiani kecil. pelaku UMKM perkebunan. serta
komunitas lokal vang tersampak oleh regulasi tesebut, aspek sosial, ekonomi, dan

kultural dari aktor non negara belum dieksplorasi secara mendalam. Berdasarkan
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implementatif EUDR secara empirik, khususnya di sektor hulu seperti oetani kelapa
sawit, kakao, kopi, serta pelaku UMKM yang menjadi bagian penting rantai pasok
ekspor Indonesia degan berbasis studi apangan akan sangat membanty dalam
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